
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 ten tang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

a. bahwa dengan adanya penambahan sasaran program 
Jaminan Persalinan (Jarnpersal) dan penambahan 
fasilitas kesehatan pemberi pelayanan persalinan, 
maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 
Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan clan Pemanfaatan Dana J aminan 
Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan 
jejaringnya sebagaimana telah cliubah dengan 
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 
37 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan jejaringnya; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan 
Wali Kota; 

Mcnimbang 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALi KOTA CIMAHI NOMOR 37 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DT FASILITAS 
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JEJARINGNYA 

TENT ANG 

PERATURAN WAL! KOTA CIMAHI 
NOMOR : 2..<-f TO.V\ vt.J"\ 2.:i 1.9 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR: -u-x: ,a.lri<-41") 2.:.,~ 

CIMAHI 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pcmerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 
2017; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 
2018; 

10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama dan .Jejaringnya (Berita Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2017 Nomor 385) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kola Nomor 16 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 
37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pcngelolaan dan 
Pernanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertarna dan jejaringnya (Berita 
Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 404); 



Pasal 6 

Program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di BPM, 
FKTP milik pemerintah dan di RS. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berilrut: 

(2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, berusia O 
(nol) sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari. 

Pasal 5 
(1) Sasaran program Jampersal adalah: 

a. ibu hamil Resiko Tinggi (Resti); 
b. ibu bersalin; 
c. ibu nifas; dan 
d. bayi baru lahir. 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kola Nomor 37 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama dan jejaringnya (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 

..-. 2018 Nomor 404) diubah sebagai berikut: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 
PEMANFAATAN DANA JAMlNAN PERSALINAN DI 
FASILTTAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN 
JEJARINGNYA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



BERJTA DAERAH KOTA CIMAHT TAHUN 2018 NOMOR '112. 

UHAMAD YAN! 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal '2.. ')'-'-Lt 2-::> 1~ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, t 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

Ditetapkan di Cimahi 
pada Langgal 2. 7)uU 2"19 

WALI KOTA ClMAHI, 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pcngundangan Pcraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

(1) BPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direkomendasikan oleh kcpala 
FKTP Milik Pemerintah untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Cimahi. 

(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, RS harus 
melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 


